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PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS BATAM  

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN 

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS BATAM, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam oleh Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam sejatinya diarahkan untuk mendorong 

peningkatan kegiatan  perdagangan internasional yang 

mendatangkan devisa bagi negara serta memberi 

pengaruh dan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama    

terciptanya  lapangan kerja yang seluas-luasnya, 

meningkatnya dunia kepariwisataan, dan menguatnya 

kepercayaan dalam penanaman modal, baik asing 

maupun dalam negeri;  

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah ditetapkan 
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dalam Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu 

dilakukan penambahan fungsi pada Anggota Bidang 

Kebijakan Strategis, Anggota Bidang Pengelolaan 

Kawasan dan Investasi, serta Anggota Bidang 

Pengusahaan; 

  c. bahwa penambahan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b, dilaksanakan dengan melakukan 

perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan 

perubahan dalam bentuk penambahan fungsi organisasi 

tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4053). sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2OO7 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4775); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6384); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5196); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6653); 

6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 64); 

7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 755); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN 

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 1 TAHUN 

2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 

PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS BATAM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang 

Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 755), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Anggota Bidang Kebijakan Strategis mempunyai 

tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan ketentuan di bidang kebijakan 

strategis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Anggota Bidang Kebijakan Strategis 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di 

bidang perencanaan program strategis; 

b. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di 

bidang harmonisasi kebijakan; 

c. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di 

bidang pengembangan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan 

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; 

d. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di 

bidang data dan sistem informasi; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepala Badan Pengusahaan Batam. 
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2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan 

dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan 

kawasan dan investasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan 

dan lnvestasi menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di 

bidang pengelolaan lahan; 

b. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di 

bidang pelayanan penanaman modal dan lalu 

lintas barang; 

c. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di 

bidang pembangunan infrastruktur kawasan; 

e. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di 

bidang pengamanan aset; 

f. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di 

bidang pelayanan perizinan berusaha berbasis 

risiko dan perizinan berusaha untuk 

menunjang kegiatan usaha; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepala Badan Pengusahaan Batam. 

 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Anggota Bidang Pengusahaan mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

ketentuan di bidang pengusahaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Anggota Bidang Pengusahaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkajian dan perumusan rekomendasi di 

bidang pengusahaan; 
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b. pelaksanaan pembinaan badan usaha di 

lingkungan Badan Pengusahaan Batam; 

c. pemberian fasilitas untuk kegiatan 

pengusahaan aset yang dikelola; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepala Badan Pengusahaan Batam. 

 

Pasal II 

Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Agustus 2021 

 

KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, 

 

ttd. 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

AIRLANGGA HARTARTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Agustus 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

BENNY RIYANTO 
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